
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan Presiden Dalam Sidang Pemanfaatan Narkotika 

Untuk Pelayanan Kesehatan  

Jakarta, 7 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 6 

ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) 

terhadap UUD 1945 pada Senin (07/03), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden. 

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi 

Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan 

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Norma yang 

diujikan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. 

Dalam sidang sebelumnya (06/01), Rianto Setiabudy yang merupakan Guru Besar Farmakologi Universitas Indonesia 

menyampaikan bahwa penggunaan obat yang baik dan benar harus ditunjang oleh data penelitian baik pada hewan 

maupun manusia yang dikerjakan dengan metodologi yang memenuhi kaidah ilmiah. Pemberian persetujuan 

penggunaan suatu obat atau zat bisa bervariasi antar negara karena terdapat perbedaan masyarakat di tingkat 

pendidikan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, budaya, agama dan lain-lain. Kemudian, ketika dibuat 

suatu pilihan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat banyak maka kepentingan dan keselamatan 

masyarakat banyak diletakkan pada tempat lebih tinggi dibandingkan kepentingan individu dan tentunya ini dilakukan 

tanpa melupakan kepentingan individu.  Ia menyebut, dalam menilai kelayakan suatu obat atau suatu pengobatan 

urutannya adalah dibuktikan lebih dahulu dengan penelitian baru kemudian diizinkan penggunaannya bukan, 

sebaliknya. 

Sementara Aris Catur Bintoro yang merupakan dokter spesialis saraf mengatakan strategi  pengobatan epilepsi 

bertumpu pada penegakan diagnosis, pemilihan obat serta peningkatan pada beberapa faktor lain yang dapat 

digunakan untuk mengatasi kejang tersebut. Menurut Aris, ketersedian obat anti epilepsi di Indonesia telah merata dan 

tata laksana epilepsi sudah baik. 

Hal serupa dikatakan Uni Gamayani yang merupakan dokter spesialis saraf. Uni menegaskan pemberian obat 

cannabinoid pada pasien epilepsi anak tidak diperlukan pada saat ini, mengingat obat yang sudah ada saat ini 

memadai. Penelitian yang ada masih belum cukup untuk menilai efektivitas dan keamanan obat- obat ini. (Ega/ MHM) 
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